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Endependenszi dan Imphkasmya bagi P@Lm

'_'-kep'ohsmn' di. Indonesia. hmgga

~tahun 2001, pOhSi ditempatkan
| sebagai bagian dan di bawah militer
(nama lama, Angkatan Bersen;ata
'Repubhk Indonesm atau ABRI
sebelum kemudian berubah men—
jadi Tentara Nasional Indonesia,
atau TINI). Sebagai “militer,” polisi
adalah ‘petempur’ atau combatant.
Dampak dari status ini tethadap
cksistensi dan kehidupan Polri
sangat luas dan mendalam, yang
biasanya diukur menurut tiga
parameter utama, yaitu postut,
struktur, dan kultur.

Postur adalah sosok kekuatan,
yang ditampilkan dat sarana dan
prasarana fisik, khususnya pet-
senjataan, serta jumlah dan kualitas
personel. Karena polisi adalah
bagian dari militer, maka dalam hal
postur juga merupakan bagjan dari
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L *seluxuh kekuatan utama pertahanan '_
‘dan keamanan nasmnal (hankam-— -
'. nas) pada waktu it Hingga tahun

2001, l;ekuétan polisi sekitar 180

ribu ?g_}:g’dhé_}; Jika kekuatan ini

dibandingkan dengan jumlah
penduduk yang sekitar 200 juta

jiwa,.maka rato penduduk per

polisi adalah lebih dari 1000:1,
sehingpa sangat jauh dari ukuran
ideal yang ditetapkan oleh PBBE,
yaitu 400:1.

Namun, persepsi rejim-rejim
pemerintahan hingga akhir masa
Orde Baru memposisikan tentara
juga sebagai pemelihara keamanan
dan ketertiban. Dengan demikian,
total kekuatan sebesar 450 ribu
personel membuat postur kekuatan
keamanan (dan pertahanan) men-
jadi cukup ideal. Meskipun sejak
masa Orde Baru Indonesia tidak
pernah mengalami peperangan
dengan negara lain, secara hipotetis




& .:Po}n "uga dlhbatkan dalam fungs1 '_
perta : B “.Budaya xmhter’ > merasuki seluruh: '

Pa_rameter keuga adalah kultur

lisi- jenjang dan fungﬁkepohsmn Se;ak';-'

Dalam hai_ struktur Poln meng— .

berikan oleh atasan dan dikerjakan
oleh bawahan Imphkam dari
struktur komando adalah tldak
adanya ‘tuang d1skres1 yaltu
pengambilan keputusan, secata
c')tér'i'c;rh' oleh a?nggbfé P'a'da'hﬁl'
poh31 mezmhkx d1skre51 dalam
memerangi ﬁndak kc;ahatan

Karena itu, Polri di bawah
struktur militer yang demikmn
1eb1h mengembangkan fungsl
pemehharaan keamanan dan ke-
tertiban (.remny and ordermamfemmv)
ketimbang penegakan hukvm (faw
enforcement). Jadi, dari dimensi fungsi
kepolisian, binkam dan kamtibmas
lebih betkembang ketimbang
reserse dan‘intelkam (pada waktu
itw, disebur intelpam). Bahkan unit-
unit paramiliter seperti Brimob

juga lebih berkembang, ~

s al pe . ik 1 awal p0h51 meiakukan rekrutmen
' _:--rcndah dlbandmgkan tentara ':':_': ; pendldlkan dan latihan dilaksana-

"-kan sebagal bagmn dari pendxchkan-'

militer.: M1salnya, penchd.tkan_:_

T .:.perxvlra poh51 adalah Akademlf
" _ n - ABRL (Akabn) Bag:an Kepohsm_n 5
'kcpangkatan. D1 bawah struktur |
komando. militer, perxntah d1—_-.

Seterusnya karir dan pangkat
jugai 1denﬁk dcngan tentara. Gans
kom:mdo yang dlterapkan bahkan
tetap, melekat, seperti kebiasaan
mcﬂsfébut atasan dengan istilah
“ndan (smgkatan dari komandan)
Bchtu juga dengan pemlk—pcrmk
kebiasaan Iamnya yang berasal dan
tradisi militer. .

Berbagm implikasi negauf akibat
ketiga hal tersebut di atas sudah
jamak diketahui pubilik. Selama ber-
puluh tahun, polisi terlibat dalam
berbagai tindak kekerasan secata
eksesif sehingga mcrupakaﬁ
pelangga:ran hak-hak asasi manusia
(HAM). Secara institusional, status
dan peran yang dijalankan Polri
merupakan anomali dati prinsip
kepolisian universal sebagai polisi
sipil yang berstatus bukan petem-
pur (pon-combatant). Akibatlangsung
yang dihadapi antara lain adalah




' 'gemhan pto- refoxmam pada tahtn

1997 hmgga 1998, supaya’ PoIn_

dipisahkan ‘dati mduk’nya yaltu
ABRL Bacn pata pelaku dan pelo—
t.u._ntu;an,. t.e..r_sebu_.t , mcnjadl §aia_.1__1
satu agenda reformasi. strukiural
yang terpenting. Pemnisahan Polri
dari militer (NI ‘adalzh sesuatu
yang mutlak, demi menyesuaikan
proses. demokratisasi dengan
ptinsip-prinsip universal, yaitu
menjadikan polisi Indonesia
sepenuhnya polisisipil. .
“Akhirnya, berbagai tekanan
publik itu memuncak dengan di-
keluarkannya Keputusan Presiden

(Keppres) yang memisahkan Polri

j; dari ABRI/’INI semen;ak 1 A‘ B
-'-'2001 Keppres: yang dltandatangam;:_ :
bat _[olehPmdenAbdumlmanWalud_,_;f
£ ._.(Gus Dut)ite ménotehkan lem

' po]mk pada masa rnen;elang awal -

bamn. baru dalam sejarah eksmtenm -

__; Poh:l Semenjak saat 1tu Kapolrl;;f

: 'dltempatkan langsung di bawah
Presiden RI; setara dengan Pang{?._z"-
- lima TNL Suatu: status baruyang
'_membawa serta serangkalan%_..

| .prlvﬁese yang. terutama  mienyang- .

kut struktur dan postar kepohsmﬁ'-

' -Indonesm Poin men}adi berhak |

unmk mengatux fumah' tangganya
sendm dan mencanangkan pro?
gram penguatan dn:l (postur) '
sebagal sebuah institusi 51p11 '
Otonomi status ini membawa serta

hak’ untuk menga}ukan dan rne—
ngatu:c anggaran tersendm -

Namun se}arah smgkat Polrl
baru sebagal sebuah 1nst1tu31 51p1.1
yang mandm selama empat tahun
menun]ukkan bahwa status. dan
kedudukan 1tu telah “dlmkmatz
secaxa beﬂeblhan Poln men]adi
suatu institusi pemerintah yang
sangat kuat dan hampir-hampir
ﬁdajk bi_sa__dikbnt_rpl oleh kekuatan
di luar tubuhnya. Polisi hanya
dapat “di-polisi-i” oleh polisi
sendird, sekalipun “polisinya polisi”




:im bemama prov ost atau propam

-_Provost atau p}:opam tetap pohm

B _;:masa ,yang_bahkan kanrnya tidak -

"lselaiu dan 'semata-mata sebagm g

e _-.::__é-p'enul’mya hﬂang, sehmgga seluruh :

- * karir seorang polisi dltentukan oleh &
: . -_berb gai sektor kmtzs d1 kalangﬁ.-

'masfarakat teiah menghasﬁkan '_

: __tas'é.;imya;;-b.u%:'a'n_ leh standar
| atau*patameter-parameter. pen-
capaian, (achlevement) lalnnya

Secara mtemai maupun ekster-
nal, Polri menj jadi tidak terkontrol.
| fKarenanya kembah muncul te-

kanan pubhk agar dlbentuk suatu '

| lernbaga yang mampu melakukan
" pengawasan atas msﬁtu31 ini. Plhhan

atas jenis dan bentuk lembaga mi-

‘kemudian jatuh pada komisi;
barangkali karena pada paruh
perténﬁé dekade pertama “abad
ke-21 masyarakat politik Indonesia
sedang menyukai berbagai komisi.
‘Pengawasan yang diharapkan
bukan saja untuk mengendalikan
‘Polri secara eksternal, tetapi juga
untuk memperbaiki tubuh Polti
secara internal. Namun, berbagal

';f_pexkembangan bei:ikumya temyata "

memuncuikag sebuah mstltus,«. :

'yang tugasnya bukan pengawasan o

- _Tank quI berbagal kekuatan '

ﬁohtlk 2. terutama antara Polﬂ i
; sendm_dengan kalangan LSM dan _

dua kutub pandangan mengenal_

pembenmkan sebuah komisi ke—

_pohsmn Kalangan kntls berupaya

ketas supaya korr.usx kepohsmn
nasmnal benarwbenar dapat berm

'_fungm sebagai iembaga pengawas

kepohsmn Statusnya semacam
lembaga Ombudsman Kepohsmn
yang umum dl}umpau di negara—
negara demokratis. Lembaga
seperti ini harus benar-benarinde-
penden, sehingga pemerlntah
pun tidak memiliki kewenangan
untuk mengendalikan, apalagi
mengaturnya.

Sebagai sebuah institusi dengan
beragam kewenangan yang
dimilikinya, Polri memang secara

! Ini berbeda dengan TNI, dimana provost-nya adafah Ecanr tungga] mereka yang memilih kanr
provost militer selamanya akan di situ.
? Istilah “'politik” di sini harus dimaknakan secara luas, yaitu pengambilan keputusan publ:k
I}engan pemaknaan luas, Polri dan kekuatan kemasyarakatan kain sepert: L5SM dapat dikategorikan
~'sebagai “kekuatan politik.”




' -'._.-:.;poht;.s sangat kuat Oleb karena ita,

o _;'msﬁtus1 ini: secara politis pula harus

nmral tidak boleh menjadi alat
kekuatan poimk seperti_partai
'-pohtik atau kepenungan politik
- sesaat yang bersifat ﬂuktuatlf Ber-
b a {irénangan it antam lam

= '_-Zpenggunaan e'kerasaﬂ secara sah

*“untuk mela _ukan pengawasan

":_:penangkapa penahanan dan
"'pcnylchkan sebagzu proses awai
_'pro yustlsm Selam it poh51 3uga
 dituntut mampu melakukan fungsi
'?pemehhaman keamanan dan ke-
tc.ttiban (ordel mamtenance)
‘masyamkat Bahkan masih ada
| tungutan supaya. Polri j ]uga menjadi
E_bagmn dari kekuatan pertahanan
dalam hal penguatdn ba51s per-
“ tahanan masyamkat sekahpun
fung31 ini mempakan pemnggalan

_:paradzgma iama

+ " Sebaliknya, kalangan Lepohsmn
sendiri serta rejim pemerintahan
yang berkuasa, berkepentingan
supaya perangl«.at kontrol atas
.'Polrl tidak lepas dari tangan
mereka. Jady, perwujudan dai para-
digma ini adalah suate Komisi

Kepohsmn yang kewenangannya
‘masih dapat dikendalikan. Tekanan
publik politik sudah tidak me-

mungkinkan Polt menapaki eksas—

:tensmya ke depan secara. mandm
‘seratus perser, sehingga kehadzxan' _

sebuah Komisi Kepolisian. sudah

hal yang niscaya; sesuatu yang )

mutlak. Sesungguhnya banyakch
kalangan. kepolisian sendiri yang :
- -]uga sepenuhnya sudah menyadan .
‘bahwa institusi mereka memang'

seharusnya dikendalikan. Per-

soalannya nnggal masalah subs-
tansi, bukan wadah.

Pertarungan wacana (dz:mzzr.re)
ita berlangsung pada saat RUU
mengenai kepolisian mulai dlbahas
di DPR, pada masa pcmeﬂntanan
Presiden . Abdurrahman \Xfah%d.
Wacana t_eréebut menyusuli ke-
putusan presiden _mcngeﬁ_ai
pemisahan Polei dari ABRI. Pada
awal digulirkannya wacana tenta_hg
Komisi Kepolisian, perspektif pet-
tama yang muncul dengan kuat.
Publik berharap supaya Komisi
Kepolisian tersebut benar-benar
kuat dan independen schingga
dapat menjalankan fungsi penga-
wasan kepolisian secara maksimal.
Tetapi, dalam perdebatan wacana,
para politisi di DPR tampak se-

makin lama semakin cenderung




'."'_-:--_.mengadopa perspeknf kedua'._
' -_";':f_yaltu yang merupakan }alan tengah o
i '_:_5_:-:;antara Kormm Kepehsxan yang_j‘

_;-sepenuhnya efekuf dengaﬂ ke-
: .__pentmgan kemand;ﬂan Poln

'hanya tentang I\ormm Kepohsmn
—itupun | dlsahkan sebagal
iUz‘xdar1g~undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepohsmn Negara
'Repubhk Indonesm Di dalam
' 'UU ini, pada pasal«-pasal 37 Iungga
40 terééhf&m ketentuan dan aturan
:mengenax Komis:{ Kepohsmn
'Nasmnal atau Kompolnas Atas
alasan yang dapat dimeﬁgezm
Rormsz Kepohsian Nas;onai
memang lebih sering dlsmgkat
Kompolnas daﬂpada KKN,
.sebab smgkatan yang terakhir i ini
tumpang tindih dengan Koxupsz
Kolusi dan Nepoasme yang bet-

sifat pe}oramf

- Keempat pasal di dalam UU
No 2 Tahun 2002 tersebut hanya
memberikan patokan umum
mengenai Kompolnas. Fungsi
utama dari Kompolnas adalah

sebagai  lembaga penasihat

'j_:‘sebagalmana ‘mereka: harapkan_._”
idan perjuangkan Seiain itu, kla il -
- __;_1m juga jauh dan harapan sebab._”

'kﬁlr.nya RUU yangdiaaﬂmn'
e .'_'dx 'PR'____ntuk_mengatut me

“segal; k kepolisi bukan
segala ‘aspek ‘kepolisian ___bu e “penasihat; Presiden RI”. tetap:

‘menempatkan Kompolﬂas dalam -
_pos131__subord;nas1 tarhadap p_rgs_;_-,
«den yang sedang menjabat (-

ngenaa 1

_-'?readen RI umuk ugrusanf_;'
:_:kepohsxaﬁ Substansi dennls*_ian-_"-
:-}men}mbulkan kekecewaan di_;'_;

': -'kahmgaﬂ krms sebab Kompolhas'
"'i'fiternyata “hanya penaszhat” dan%‘-j
" bukan lembaga pengawasan; Polri

bent presigent) dan bukan 1embaga
-kepremdenan %

T Subs tansrflam menyangkut

tugas-tugas’ Kompolnas, yaitu
antara lain memberikan masukan

kepada Presiden dalam hal ____ér-__ah

kebijakan Polti, memberikan pet-
timbangan kepada Presiden dalam

hzl pemberhentian dan peng-

angkatan Kapolri. Pada tataran

yang lebih teknis, Kompolnas
bertugas mengumpulkan, meng-

olah ‘dan menganalisa data-data
yang menyangkut anggaran,
sumberdaya manusia (SDM),
serta satana dan prasarana yang
dimiliki Polri. Selain itu, Kompol-
nas juga bertugas menampung
keluhan-keluhan masyarakat me-
ngenai kinerja polisi. . - ..




Sekﬂas tampak seolah olah ber-
: bagzu kewenangan tersebut cukup
| --'men;adl landasan yang: kuat bagi

' Kornpolnas untuk menjalankan
- tugasstugasnya, Tetapl muncul
" kekhawatiran, bahwa fungsi-fungsi
':yang menyangkut SDM.: Polri—

tubuh Polsi sendiri—dapat menjadi
"perangl\at lobi bag1 jabatan, atau
sarana;’ _l_ob1 promosi seseorang.
Kf:khziwztiran ini‘bukan tanpa
d_a's_'ar_;"*mengingat Polri bel_u_f_n
memiliki sistem pembinaan karir
(binkarir) dan kepangkatan yang
objektif berdasarkan menz systers.

- Narnun, kalangan yang optimis
dengan kehadiran Kompolnas ini
meyakini, bahwa fungsi dan tugas
untuk “menampung keluhan-
keluhan masyarakat mengenai
. dapat menjadi
perangkat yang efektif untuk

kinerja polisi”

meningkatkan pengawasan di
tubuh Polri. Sebagai padanan,
Ombudsman Kepolisian di negara-
negara maju merupakan kata
akhir bagi pemeliharaan standar
moralitas, sehingga Kompolnas
pun diharapkan mampu men-
jalankan kontrol serupa. Sebalik-
nya, kalangan yang pesimis tetap

memandang, bahwa 'perangk'at:: |

ini tidak sekuat perangkat setupa .
seperti yang dimiliki oleh Kominas -

HAM atau Komist Pemberaﬂta_sag .
Kotupsi (KPK), sebab dasar ber— _
pijaknya memang sudah rapuh: =

S 3. Kemposmx dan Rekrutmen :
. usulan kepada Presnien mengenal

. '}'_-Kapolﬂ dan pendataan SDM di

Apapun perdebatan yang berf"
langsung, aLhirnya Kompolnas |
yang dibentuk berdasarkan Pet-
atutan Presiden (Perpres) Nomox:
17 Tahun 2005 tentang Pem~
bentukan Komisi Kepohslan
Nasmnal terdiri atas sembﬂan
orang Pada pasal 2 Perpres ter-
sebut, ditetapkan bahwa pimpinan
Kompolnas adalah tiga orang
menteri, yang sekaligus mewakili
unsur pemerintah sebagaimana
diamanatkan oleh UU No 2 Tahun
2002, Mereka adalah Menteri
Koordinator Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam)
secara ex officio sebagai ketua,
Menteri Dalam Negeti (Mendagti)
secara ex officio sebagai wakil
ketua, dan Menteri Hukum, Per-
undang-undangan dan HAM (Men-
kumdang dan HAM) secara ex
officio sebagai sekretaris. Sisanya,

yaitu sebanyak enam anggota,
dipilih dari kalangan masyarakat.




Kornp03131 kcaﬂggotaan ter-
:_sebut tampak dn..payakan meng-

o :--1ku1:1 Lategomsaﬂ yang. ditetapkan
S .'_oleh Ju1 Nomor 2 Tahun 2002 ten-

tang. Kep'ohsmn Negara Repubhk
_ :_Indonesza Sebagalmana dising-
_ gung ch_atas kornpo&usz yang dzatur

orang) yang mewakxh unsur peme—

nntah mereka (tiga orang) yang
mewak;h unsut tokoh masyarakat
dan mereka (tlga orang) yang
mewakﬂi unsur akadem131 dan
pakar kepohsmn Preslden Susﬂo
Bambang Yudhoyono tampaknya
mengambil jalan’ pmtas dengan
menunjuk ketiga otang menter1
kabinetnya sebagai plrnpman
Kompolnas :

" Rekrutmen p]mpman Kompol—
nas ini sudah’ memmbulkan ke-
raguani publik mengenai efektivitas
lembaga tersebut? Keraguan itu
bahkan sudah pada tahap meng-
khawatirkan kemungkinan Kom-
polnas menjadi “lembaga broker
kenaikan pangkat dan mutasi

jabataﬁ di lmgkungan Po}n 7hges
bagmmana disinggung ch atas,
Ketiga :pimpinan. itu .ada_l_a_hf--
menteri anggota kabinet, semen-

ta:d"-'KaPO}ﬁ ;adéiah_;_jﬁga 'a'ngg"c_nié :

kabiﬁet s'e]iaingga 'agak sulit nie'xigg_'_ g
hampkan mdependensmya Namun =
sebaliknya, chpandang dari pexs—

. pektif presiden, ketiganya diharap-

kan efektif mermimpinKompolnas,
sebab bukankah Kompolnas . 11:1:1'
Iembaga penasﬁlat presn‘ien untuk_
urusan kepohsmn? Dari sudut d1—_ \
men31 ‘manajemen pememntahan
maka ketlga wakﬂ pemermtah
tersebut sudah tcpat Tetapi, dan
gagasan awal Kompolnas yang
djharapkan sebagal lernbaga penga—.
was, kepolisian, ;elas sttuls.tur ini
mexupakan kendala _ __
| Untuk merekrut enam anggota
lagi, dllakukan seleksi oleh Polr,
dan nama—nama yang dicalonkan
dla;ukan kepada pre31den Untuk
itu, Mabes Polri membuka pen-
daftaran terbuka bagi siapa saja

yang. bezminat untuk menjadi
anggota Kompolnas. Proses re-
krutmen keanggotaan Kompolﬁas

* Lihat misalnya, “Kompolnas Berfungsi sebagai Pengawas Kinerja Polri,” Kompas, 23 November
2005; Humphrey R. Djemat, “Mampukah Komisi Kepolisian Bersikap Kritis?? Sinar Harapan,
23 Juni 2005.
“ Catatan Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, diloutip
dalam Kompas, 9 Funi 2003,




N yang dermkxan berbeda dati re-
B krutmen bag1 -anggota komisi-
kom.lm yang lain, seperti Komisi

- Pemberantasan Korupsi (KPK),

| Komisi YudJszal Komisi Kejaksa-
_ an :dan. KOI‘I‘HSI Kebcnaran ‘dan
N Rekonsﬂmm (KKR) ‘Pada kasus
kom151 komm lain; rekrutmen

chiakukan melalm seiek31 u}l ke—'_

E patutan (f taﬂd pmper z‘e:t) d1 DPR

Rekrutmen bag1 enam anggota
Kompolnas dltangam oleh sebuah
panitia- seleksi yang dxpnnpm oleh
jenderai Poi Prof, Dr. Awaloedm
D;amm (mantan Kapoln) dengan
anggota Prof. Dr. Saqlpto Rahar-
d}o (Gurubesar emeritus Undlp)
Prof Dr. Satlito Wirawan Sarwono
(Gurubesar psxkolog1 UI), Prof.
Dr. Lobby Loeqman (Gurubesar
hukum pidana UI) Kom}en Pol.
Drs. Adang Darad;atun (Waka-
polti), Irjen Pol. Pr_of Dr. Farouk
Muhammad (Gubetnur PTIK),
dan Fachry Ali, MA (Direktur
LSPEU). Mereka diangkat oleh
Kapolti dan difasilitasi oleh Mabes
Polri. |

Selanjutnya, panitia seleksi
memproses seluruh berkas lama-

tan dan memeriksa 'kelengkap'éﬁ .
adnumstram ‘Kemudian, panitia
melakukan selekm langsung bcrupa'
fitand pmpertm‘ Sekalipun seluruh'
proses rekrutmen diupayakan bet-
langsung secara objektif dan:..
maksimal, namun ketua pamua:

seleksi™ 'sekalipun mengakm_

- kelemahan. rekz:utmen demﬂqan 5

Kelemahan utamanya adalah'
calon anggota yang ter] anng hanya? |
lah mereka yang secara sukarela
mendaftar ke panitia seleksi.
Sangat mungkin banyak ‘calon”
yang lebih bcrkuahtas tidak di-
a}ukan sebagai anggota Kompol—
nas hanya katena meteka enggan

mendaftar

Melalui proses seleksi itu,
panitia menyaring 12 nama, yang
kemudian diajukan kepada presi-
den, .gun_a:_dipilih lagi menjadi
tinggal 6 orang. Keenam anggota
itu terbagi atas dua kategod, yaitu
“pakar kepolisian” dan “tokch
masyarakat.” Dari 9 calon yang
dikategorikan pakar kepolisian, 5
orang adalah mantan perwira
polisi. Fakta ini ‘berbicara’ tentang
dua kemungkinan. Pertama, ada

* Awaloedin Djamm sebagaimana dikuti dalam “Calon Komisi Kepolisian Dmmumkan * Kompas,
9 Juni 20035,




[_upaya serius. dan pihak Polrl——
atan mmjmal mantan pemranyam

-:untuk 1kut mengendahkan Kom— :

'_polnas Kedua ilmu dan penge—
g tahuan’ tentcmg kepohsmn sangat
"'_{tldak diminati- oleh” kalangan
_ _:;mtelektual dan akademis1 kita,
) _-sehmgga hamplr ﬂdak ada calon
~yang dikenal memﬂjki otontas me-

-zmadeu unmk duduk ch Kompo]nas

4 Independenm dan Imphka31

_ Pada akhlmya Lmer;a dam
.x_n_stlt}_s_,i apapun. yang dibentuk
sangat tergantung pada individu-
individu. anggotanya. Sejumlah
‘anak kandung Reformasi’ yang
berupa komisi dan institusi Jain
'men)adi idle, tldak efektif, sekalipun
payung hukum yang melandam
pemben_t_gk_@nny_a cukup kuat,
Iﬁsﬁmgi«ﬁsﬁmé_i_séperﬁ_ itu, misal-
nya, _K'Q'misi meudsman, Komisi
Yudisial, Komisi Pengawasan Pet-
saingan Usaha (KPPU), dan ber-
bagai Dewan yang sesungguhnya
memiliki fungsi mirip dengan
komisi-komist tersebut.

Komnas HAM, yang eksistensi-
nya babkan sudah lama pun meng-
alami situasi yang tidak jauh ber-
beda. Komisi ini bahkan dilengkapi
dengan kewenangan yang ekstensif,

'Korupm (KPK) memang S' 5
'membuat gebrakan dengﬂ‘l men |

namun. -.tetép -sulit untuk: mem |
jalankan ekselusi akibat kendala-
-kendala polms yang ada. Kom31__,

Pemberantasan Tindak P1dana' :
Korupsi (KPTPK), atau yang -

secara populer lebih dikepal

sebagal Korms; Pemberantasan '

usut dan membawa ke pengadliaﬁ_ !
kasus korup& di Korrn31 Penulxhan |
Umum (KPU) Tetapi bahkaﬂ
pemermtah saja tampak meragukan
efekiivitas KPK, terbukti dari
d.tbentuknya Tlm Pemberantasan
Tindak P1dana I<orup31 (11 n'ntas
Tlpl.kor) yang memiliki kewen angan
serupa dengan I{PK o

haxena kines: a berbagai kormm
i akhirnya tergantung pada para
anggotanya, begitu puia h.aln.';‘z'a
dengan Komp_qlnas. Kompo_éisi
dan kualitas kéanggotaan I{Qﬁi—
po'.ln.a'é tidak serta merta men}a.m;_n
apakah komisi ini efekdf atau .ju.si':t'u
idle, sebagaimana nasib komusi-
komisi yang lain. Sebagaimana
telah dibahas, banyak lubang
kelemahan yang masih dikandung
dalam kerangka hukum yang
melandasi pembentukan Kom-
polnas, maupun proses dan. tata-

cara rekrutmen keanggotaannya.




| Narmun, isu fﬁengenai ‘kerangka
hukum dan kualitas personel baru

. __meruquan parametet pertama,
- dan bukan satu- -satunya,’ untnk

| mengukur l«.mer}anya

Parameter berxkutnya untuk

. _:fnengukur efektmtas dan kmer;a

'Kompolnas adalah 1ndependens1

'Pamnieter ini dapat dlpilah antara
1ndependens1 institusi dengan
mdependen51 1nd1v1du anggota.
Independen31 msutum terutama
menyangkut hubungan Kompolnas
dencran lembaga kepresidenan
serta perangkat institusi di bawah-
nya sepern kabinet dan berbagal
“instansi samping” yang terkait
dengan tugas-tugas kepolisian,
seperti kejaksaan, pemerintah
daerah (pemda) TINI, bea cukai,
dan Tain-Tain. Independens1 institusi
]uga berkaitan dengan hubungan
antara Kompolnas dengan Kapold
danMabes Pold. ' h

Sebagaunana telah dibahas,
independensi institusi terhadap
lembaga kepresidenan tidak mung-
kin dijalankan sepenuhnya karena
landasan hukum dan statasnya me-
mang bukan merupakan lembaga
independen. Jadi, persoalannya

tinggal bagaimana memaksimalkan

éfekﬁtfi_i_:as dan kinetja lembaga di
dalam ‘ruang-ruang kesempa:tiaﬁ“ .
yang masih ada. Misalnya, ba';g‘éi-_? |
mana Kompolnas dapat meman-

faatkan database infrastruktur dan
SDM untuk membeti masukan

kepada Presiden RI mengenai

postur kekuatan dan sttuktur

kelembagaan yang tepat bagx Polt} _
masa depan. Masukan Kompolnas -
kepada presiden dapat menjadi
pényéimbang bagi masukan-
masukan institusional Pold, karena
Kompolnas dapat melihat postut
yang lebih memperhitungkan di-
mensi lingkungan strategis yang
terus-menerus berubah.

Begitu pula halnya dengan
independensi Kompolnas tet-
hadap Kapolti dan jajaran organi-
sasi Polri secara keseluruhan.
Meskipun sekretariat difasilitas
oleh Mabes Polri, misalaya, hatus
dianut pandangan bahwa fasilitas
tersebut adalah dati negara dan
Kompolnas bukan bagian struk-
tural dati tubuh kepolisian. Fungsi
kritis dapat dijalankan dengan
membuka ruang “jalan bebas
hambatan” bagi pengambilan
keputusan Kapolt, sebagai penye-
imbang laporan seluruh jajaran
kepolisian yang dilakukan secara




pada Ixapoim dap dil

.msumbmnal Masukan kr;ﬂ“ ':kew'ff

' "*untuk 1su~1su pam tataran« tal\.usm_' B
__strategzs yang fevel nya dl__bawah

‘tataran masukan kcb1 zkan strategis‘ -___5-__;._-'sep erti mxlah nasﬁ) Kompolnas dan |

- .untuk pres;den

"dengan persoaian—persoaian tekms

yang sebelumnya selalu meng—.

ganggu’ pembenmkan citta Polri.
Isu-isu: tersebut misalaya. kata-
beletje ¢ dalam rekrutmen anggota,
pe_ndldlkan dan kesempatan karic
Ang gota Kompolnas tidak boleh
terlibat dalam pxaktek praktel
lama sepertiitu. Justru sebaliknya,
kornisi inl harus menjadi wahana
temkhlr bagl pengaduan an gota
yang merasa dzperlakukan tidak
adil dalam kesempatan karir.
Anggota I\ompolnas juga hams

mampu membcntengx Polsi darl

roota Kompolnas'.f

: hams mengambﬂ 33133];:3(353}& tegas "ngenm masa depan Ixompolnas':.:

tekanan—tekananpohtls yang }uga =

;{_\ntaxa lam meialm pa_tameter:_-_

nnphkasmya bagi Polri masa depan' s

:1 Pada tatalan 1ﬁd€p€ﬂd€ﬁ$l '_'..‘akan ditef‘ztu}yan.Dengaﬂdcmﬂuan =

aLan ada 'ga" _emunglanan me-‘.;, :

Peuama I{ompoims hanya scw_f'::
Ladar men] jadi sehuah komisi baru’":
vang idle dan mandul sebagalrnana&_ |
terjadi pada komisi-kopnisi’ lain. :

‘Kedug, lebih butuk dati kemung?

kinan pertama, yaitu pata anggota-
nya justru. terkooptasi ke dalam
sistern dan praktek-prakeek lama
yang busuk. Ketiga, Kompolnas.
mampu melakukan fungsi kritis daa.
konstruktif, sehingga dapat men-.
jadi cikal bakal bagi Kompolnas
baruyang betul-betul betstatus &an
berfunom sebagai 1cmbaga penga—__
was kepohsmn N

dekkokE

_lanm dalam prakteh-pxahtck iama R
' sepcm ddn DPR. - e






